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Abstract. Elections for some people are more perceived as a cultural phenomenon than as 

a political phenomenon, so every "party of democracy" is coming and the people welcome 

it with joy and enthusiasm, to elect the people they trust to sit in the legislature as members 

of the House of Representatives and Provincial/City/ District Provincial House of 

Representatives. Unfortunately, the implementation of the election, which is based on Luber 

and Jurdil, is not balanced by the political attitude of the political elite, such as among the 

other candidates for the legislative members, who often conduct electoral crimes, such as 

money politics. Money politics has negative effects because, in addition to harming other 

parties, it is also detrimental to the perpetrators of money politics itself, as well as to 

political party officials, because the party's political party must also be legally accountable 

for the actions perpetrated by its members.  
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Abstrak. Pemilu bagi sebagian rakyat lebih dirasakan sebagai fenomena budaya daripada 

sebagai fenomena politik, sehingga setiap “pesta demokrasi” ini datang, rakyat 

menyambutnya dengan senang hati dan antusias, untuk memilih orang-orang yang 

dipercayainya untuk duduk di lembaga legislatif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kota/ Kabupaten. Namun sangat 

disayangkan, pelaksanaan Pemilu, yang berasaskan Luber dan Jurdil tersebut tidak 

diimbangi oleh sikap mental elit politik, seperti diantaranya oleh calon anggota lengislatif, 

yang kerap melakukan tindak pidana pemilu, diantaranya tindak pidana poltik uang (money 

politics). Poltik uang (money politics) tersebut mengandung efek negatif, karena selain 

merugikan bagi pihak lain juga akan merugikan bagi pelaku money politics tersebut sendiri, 

maupun bagi pengurus partai politik, karena pengurus partai politik pun harus pula 

mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh anggotanya.  

 

Kata Kunci: Pemilu, Politik Uang 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

alinea keempat menyatakan: “... maka 

disusunlah kemerdekaan kebangsaan 

Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia yang 

berkedaulatan rakyat...”. Dalam rangka 

mengejawantahkan kedaulatan rakyat 
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tersebut ialah lewat pemilihan umum yang 

dilakukan secara demokratis.1 

Sodikin mengemukakan bahwa: 

Pemilihan umum yang kemudian 

disingkat menjadi Pemilu, dan 

selanjutnya kata Pemilu begitu akrab 

dengan masalah politik dan pergantian 

pemimpin, karena Pemilu, poltik dan 

pergantian pemimpin saling berkaitan. 

Pemilu yang diselenggarakan tidak lain 

adalah masalah politik yang berkaitan 

dengan masalah pergantian pemimpin.2 

 

Menurut Ali Moertopo sebagaimana 

dikutip oleh Sodikin, pemilihan umum 

adalah sarana yang tersedia bagi rakyat 

untuk menjalankan kedaulatannya dan 

merupakan lembaga demokrasi.3 Manuel 

Kaisiepo menyatakan: 

Memang telah menjadi tradisi penting 

hampir-hampir disakralkan dalam 

berbagai sistem politik di dunia. Lebih 

lanjut dikatakannya pemilihan umum 

penting karena berfungsi memberi 

legitimasi atas kekuasaan yang ada dan 

bagi rezim baru, dukungan dan 

legitimasi inilah yang dicari. Pemilihan 

umum yang berlungsi mempertahankan 

status quo bagi rezim yang ingin terus 

bercokol dan bila pemilihan umum 

dilaksanakan dalam konteks ini, maka 

legitimasi dan status quo inilah yang 

dipertaruhkan, bukan soal demokrasi 

yang abstrak dan kabur ukuran-

ukurannya itu.4 

Secara teoritis pemilihan umum 

dianggap merupakan tahap paling awal dari 

berbagai rangkaian kehidupan 

ketatanegaraan yang demokratis, sehingga 

Pemilu merupakan motor penggerak 

 
1 B.N. Marbun, Bagaimana Memenankan Pemilu, 

PT Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2012, hlm 1. 
2 Sodikin, Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek 

Ketatanegaraan, Gramata Publishing, Bekasi, 

2014, hlm 1. 
3 Ibid., hlm 2. 
4 Manuel Kaisiepo, "Pemilihan Umum", Prismo, 

September, 1981, LP3S, hlm 2 dalam Sodikin, 

op.cit., hlm 2. 

mekanisme sistem politik demokrasi.5 

Pemilu merupakan tanda kehendak rakyat 

dalam suatu demokrasi, karena tanpa ada 

Pemilu suatu negara tidak bisa disebut 

sebagai negara demokrasi dalam  arti yang 

sebenarnya. Hal ini berarti, dasar kehidupan 

kenegaraan yang demokratis adalah setiap 

warga negara berhak ikut aktif dalam proses 

politik termasuk dalam Pemilu.6 

Dari sudut pandang Hukum Tata 

Negara, pemilihan umum merupakan 

proses politik dalam kehidupan 

ketatanegaraan sebagai sarana menunjuk 

pembentukan lembaga-lembaga perwakilan 

yang mengemban amanat rakyat. Sri 

Soemantri mengemukakan bahwa: 

Pemilu yang dilaksanakan harus 

merupakan pemilihan umum yang 

bebas, sebagai syarat mutlak bagi 

berlakunya demokrasi, dan dapat 

dihubungkan dengan kenyataan di mana 

nilai suatu pemerintahan untuk sebagian 

besar bergantung kepada orang-orang 

yang duduk didalamnya.7 Hal ini, perlu 

juga harus diyakini bahwa Pemilu 

adalah bentuk partisipasi politik rakyat 

atau warga negara yang paling dasar 

untuk menentukan pemerintahan dan 

program yang sesuai dengan 

keinginannya, paling tidak pemerintah 

atau program yang dapat diterimanya.8 

 

Mukthie Fadjar mengatakan bahwa: 

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut 

Pemilu merupakan pranata terpenting 

dalam tiap negara demokrasi, terlebih-

lebih lagi bagi negara yang berbentuk 

republik seperti Indonesia. Pranata ini 

berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip 

pokok demokrasi, yaitu kedaulatan 

5 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Toto Negoro, 

Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi, 

Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009, hlm 228 

dalam ; Sodikin, op.cit., hlm 2. 
6 Sodikin, op.cit., hlm 2. 
7 Sri Soemantri Martosoewignjo, Tentang Lembaga-

Lembaga Negara Menurut UUD 1945, PT Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm 16 dalam: 

Sodikin, op.cit., hlm 3. 
8 Sodikin, op.cit., hlm 3-4. 
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rakyat, keabsahan pemrintahan dan 

pergantian pemerintahan secara teratur. 

Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk 

menjamin terjaga dan terlaksananya 

cita-cita kemerdekaan, mencegah 

bercokolnya kepentingan tertentu di 

dalam tubuh tertentu dalam 

pemerintahan, atau digantikannya 

kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan 

penguasa.9 

 

Amanat yang demikian dapat diketahui 

dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 

yang secara eksplisit menyatakan kedaultan 

rakyat dilaksanakan menurut undang-

undang, yang berarti kedaulatan rakyat 

yang diwujudkan melalui Pemilu 

dilaksankan berdasarkan undang-undang.10  

Pemilu merupakan salah satu hak asasi 

warga negara yang sangat prinsipil sebagai 

perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu 

adalah cara atau sarana untuk mengetahui 

keinginan rakyat mengenai arah dan 

kebijakan negara ke depan.11 

Janedjri M. Gaffar mengemukakan 

bahwa: 

Penyelenggaraan Pemilu sangat terkait 

dengan hak asasi manusia (HAM). 

Pemilu sebagai mekanisme demokrasi 

modern adalah wujud dari prinsip 

kedaulatan rakyat yang menempatkan 

manusia dalam derajat yang sama. 

Kesederajatan tersebut mengharuskan 

pembentukan kekuasaan yang 

memonopoli dan bersifat memaksa 

hanya dapat dilakukan oleh atau setdak-

tidaknya dengan persetujuan manusia 

yang diperintah. Pemilu adalah upaya 

mewujudkan pemerintahan dari, oleh 

dan untuk rakyat. Oleh karena itu, 

penyelenggaraan Pemilu adalah wujud 

 
9 Mukthie Fadjar, Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu 

dan Demokrasi, Setara Press, Jakarta, 2013, hlm 1. 
10 Roni Wiyanto, Penegkan Hukum Pemilu DPR, 

DPD, dan DPRD, CV Mandar Maju, Bandung, 

2014, hlm 3. 
11 Morissan, Hukum Tata Negara Era reformasi, 

Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005, hlm 217. 

nyata pengakuan HAM dalam 

kehidupan bernegara.12 

 

Janedjri M. Gaffar selanjutnya 

mengemukakan bahwa: 

HAM yang terkait dengan 

penyelenggaraan Pemilu termasuk 

dalam kategori hak politik. Hak dalam 

kategori hak politik memiliki makna 

bahwa hak ini telah melekat dalam 

status sebagai warga negara. Oleh 

karena itu, kewajiban negara lebih 

kepada melindungi (obligation to 

protect) agar hak itu dapat dinikmati 

atau dijalankan. Peran negara dalam hal 

ini lebih bersifat pasif, dalam arti 

menjaga agar tidak ada pihak lain yang 

melanggar hak tersebut, atau paling 

tinggi yang harus dilakukan negara 

adalah memfasilitasi penggunaan hak 

sehingga terdapat persamaan akses 

antar sesama warga negara dalam 

menjalankan haknya.13 

 

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan 

untuk memilih wakil-wakil rakyat (anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Provinsi/Kabupaten/Kota), yang akan 

duduk di lembaga legislatif serta untuk 

membentuk pemerintahan yang demokratis, 

kuat dan memperoleh dukungan rakyat 

dalam rangka mewujudkan tujuan nasional 

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

Selain itu, Pemilu diselenggarakan 

dengan tujuan untuk memilih Presiden dan 

Wakil Presiden, yang akan memimpin 

lembaga eksekutif (pemerintah), yang 

memperoleh dukungan yang kuat dari 

12 Janedjri M. Gaffar, “Peran Putusan Mahkamah 

Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi 

Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu”, Jurnal 

Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekkretarian 

Jenderal Mahkamah Konstirtusi Indonesia, 

Jakarta, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, hlm 

11. 
13 Ibid., hlm 12. 
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rakyat sehingga mampu menjalankan 

fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan 

negara dalam rangka tercapainya tujuan 

nasional sebagaimana diamatkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Inilah salah satu bentuk 

pengisian jabatan yang dikenal dalam 

konteks demokrasi di Indonesia sesuai 

dengan Pancasila terutama sila keempat, 

yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ 

perwakilan, serta Pasal 22E Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 mengenai Pemilu. 

Kedua lembaga (lembaga legislatif dan 

lembaga eksekutif) tersebut merupakan  dua 

dari beberapa lembaga tinggi yang ada di 

Indonesia. Dengan demikian jelaslah bahwa 

masa depan Indonesia berada di tangan 

rakyat sendiri karena lembaga-lembaga 

tinggi tersebut dipilih oleh rakyat. Sehingga 

muncullah konsep bahwa pemerintahan 

dari oleh dan untuk rakyat. Karena 

sesungguhnya orang-orang yang duduk 

dalam lembaga tinggi tersebut juga berasal 

dari rakyat. Hal ini tentu juga sesuai dengan 

konsep negara demokratis. 

B.N. Marbun mengemukakan bahwa: 

Disadari bahwa demokrasi tanpa Pemilu 

bukanlah demokrasi dalam arti hakiki. 

Disadari pula bahwa menyelenggarakan 

Pemilu adalah satu pekerjaan raksasa 

dengan biaya yang cukup mahal (material 

dan immaterial), melelahkan dan rumit.14 

Pemilu bagi sebagian rakyat lebih 

dirasakan sebagai fenomena budaya dari 

pada sebagai fenomena politik, sehingga 

setiap "pesta demokrasi" ini datang, rakyat 

menyambutnya dengan senang hati dan 

antusias, untuk memilih orang-orang yang 

dipercayainya untuk duduk di lembaga 

legislatif sebagai anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

 
14 B.N. Marbun, op.cit., hlm 1-2. 
15 Dedi Mulyadi, “Kebijakan Leslasi Tentang Sanksi 

Pidana Pemilu Legislatif Perspektif Demokrasi 

dan Kedaulan Rakyat dalam Henny Nuraeny 

(Editor), Wajah Hukum Pidana: Asas dan 

Provinsi/Kota/Kabupatem,  dan juga rakyat 

dipersilahkan memilih calon-calon 

perseorangan untuk mewakili daerah, yang 

disebut anggota Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD), sehingga rakyat dapat mengajukan 

putra daerah masing-masing di kancah 

perpolitikan nasional.  

Pemilu inilah merupakan periodisasi 

pembatasan lima tahunan yang 

diamanatkan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945  

yang pelaksanaannya berdasarkan asas 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil" atau lebih populer disingkat dengan 

LUBER dan JURDIL sebagaimana 

ditentukan dalam ketentuan Pasal 22E 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

Dedi Mulyadi mengemukakan bahwa: 

Melalui Pemilu yang dilaksanakan 

dengan Luber dan Jurdil, maka rakyat 

dapat melakukan sirkulasi pergantian 

pemerintahan dengan jalan damai tanpa 

merusak tataran dan aturan main yang 

menjadi konsensus bersama. Dengan 

demikian, Pemilu merupakan instrumen 

bagi perubahan sistem politik dan 

pembentukan pemerintahan yang baru 

secara demokratis.15 

 

Pemilu adalah sebuah kontestasi. Di 

mana, semua pihak tentu akan melakukan 

langkah apa saja agar dapat memenangkan 

Pemilu, termasuk melakukan 

pelanggaran,16 sehingga sangat 

disayangkan, antusias dan kegairahan 

rakyat dalam pelaksanaan Pemilu itu, dan 

pelaksanaan Pemilu, yang berasaskan 

Luber dan Jurdil tersebut tidak diimbangi 

oleh sikap mental elit politik, seperti 

diantaranya oleh calon anggota lengislatif, 

yang kerap melakukan pelanggaran, bahkan 

tindak pidana Pemilu, diantaranya tindak 

pidana poltik uang (money politics). Oknum 

Perkembangan, Gramata Publishing, Jakarta, 

2012, hlm 241. 
16 Khairul Fahmi, Pemilihan Umum dalam Transisi 

Demokrasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 

2016, hlm 35. 
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calon anggota legislatif, yang akan duduk 

sebagai wakil rakyat di DPR, DPD, dan 

DPRD, dalam menggalang dukungan 

pemilih untuk dirinya dengan melakukan 

politik transaksional, jual beli suara, yaitu 

poltik uang (money politics) tersebut. 

Arfianto Purbolaksono, dkk, 

mengemukakan bahwa: 

Pelaku pelanggaran politik uang di 

antaranya adalah tim sukses oknum 

calon anggota legislatif, atau oknum 

pemuka masyarakat. Modus politik 

uang beragam. Salah satu modus yang 

paling sering digunakan adalah 

"serangan fajar", praktik tersebut 

dilakukan dengan membagikan uang 

kepada pemilih pada dini hari atau 

menjelang subuh di hari pemilihan.17 

 

Harun al-Rasyid mengemukakan 

bahwa: 

Politik uang atau yang dalam bahasa 

Inggris disebut dengan money politics 

akhir-akhir menjadi diskursus yang 

sangat intens dan luas, baik di kalangan 

pengamat, akademisi, praktisi, dan 

masyarakat umum. Diskursus ini tidak 

hanya menjadi pokok bahasan di dalam 

forum-forum nasional dan regional 

tetapi sudah menjadi tema dan pokok 

bahasan dalam forum internasional. 

Pembahasan yang mengemuka adalah 

bagaimana mencari akar masalah dari 

kejahatan ini baik dari sisi sosiologis, 

yuridis maupun filosofis, serta 

bagaimana pula strategi atau cara paling 

ampuh dan efektif untuk 

mencegahnya.18 

 

Harun al-Rasyid selanjutnya 

mengemukakan bahwa: 

Politik uang sebagai sebuah istilah, 

menunjuk pada penggunaan uang untuk 

 
17 Arfianto Purbolaksono, dkk, “Politik Uang Masih 

Akan Terjadi pada Pemilu 2014”,  Jurnal The 

Indonesia Institue, Volume VIII, No. 08 - Maret 

2014, hlm 14, dalam: 

http://www.theindonesianinstitute.com/wp-

content/uploads/2014/03/Update-Indonesia-

memengaruhi keputusan tertentu, baik 

dalam suatu pemilihan ataupun dalam 

hal lain yang berhubungan dengan 

keputusan- keputusan penting. Dalam 

pengertian ini, uang merupakan alat 

untuk memengaruhi seseorang dalam 

menentukan keputusan. Tentu saja 

dengan politik uang ini, maka dapat 

dipastikan bahwa keputusan yang 

diambil tidak lagi berdasarkan baik 

tidaknya keputusan tersebut bagi orang 

lain tetapi dari sejauh mana keuntungan 

yang didapat dari keputusan tersebut.19 

 

Harun al-Rasyid  lebih lanjut 

mengemukakan bahwa: 

Politik uang (money politics) 

merupakan bagian tak terpisahkan dari 

kehidupan manusia modern. Filosofi 

manusia modern sangat menjunjung 

tinggi rasionalitas dan lebih banyak 

terfokus pada materi kebendaan yang 

dipandang memiliki nilai. Salah satunya 

yang memi-liki nilai tertinggi adalah 

uang. Manusia modern mempraktikkan 

politik uang ini atas dasar kesadaran dan 

keyakinan filosofisnya agar dapat 

memenangkan persaingan.20 

 

Politik uang berasal dari dua kata dalam 

bahasa Indonesia, yakni politik dan uang. 

Sedangkan padanan kata politik uang dalam 

Bahasa Inggris adalah money politics. 

Kedua kata ini mengindikasikan makna 

yang berbeda. Politik memiliki arti sendiri 

begitu juga dengan kata uang. Dua kata ini 

digabungkan, maka kemudian lahirlah 

makna yang baru. Meskipun kata politik 

dan uang merupakan dua hal berbeda 

namun secara realitas tidak dapat 

dipisahkan. Untuk berpolitik orang 

membutuhkan uang dan dengan uang orang 

dapat berpolitik. Uang merupakan medium 

Volume-VIII-No.-08-Maret-2014-Bahasa.pdf, 

diakses: 24-8-2017. 
18 Harun al-Rasyid, Fikih Korupsi, Analisis Politik 

Uang dalam Perspektif Maqashid al-Syari’ah, 

Kencan, Jakarta, 2016, hlm 2. 
19 Ibid, hlm 2. 
20 Harun al-Rasyid, ibid, hlm 2-3. 
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atau alat yang sangat signifikan untuk 

menguasai energi dan sumber daya, oleh 

karenanya sejak awal uang memiliki 

karakteristik yang khas, yaitu dapat 

dipindahkan dan dipertukarkan 

(convertible) tanpa meninggalkan jejak 

tentang sumbernya.21 

Money politics atau politik uang adalah 

semua tindakan yang disengaja memberi 

atau menjanjikan uang atau materi lainya 

kepada seseorang supaya tidak 

menggunakan hak pilihnya atau memilih 

peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan 

hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga 

surat suaranya menjadi tidak sah atau 

dengan sengaja menerima atau memberi 

dana kampanye dari atau kepada pihak-

pihak yang dilarang menurut ketentuan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 

Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, 

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dan saat ini menurut ketentuan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum. 

Money politics merupakan bagian 

integral dari sistem pemerintahan di mana 

korupsi dan penyalahgunaan kewenangan 

banyak mewarnai kehidupan masyarakat. 

James Kerr Pollock pernah menyatakan 

bahwa relasi antara uang dan politik akan 

terus menjadi persoalan besar dalam 

demokrasi dan pemerintahan.22 

Praktik politik uang (money politics) 

sangat berbahaya bagi alam demokrasi di 

Indonesia, dan dapat saja merugikan peserta 

Pemilu lainnya, merugikan penyelenggara 

dan juga Pemilu. Kerugian yang dialami 

peserta bisa dalam bentuk gagalnya yang 

bersangkutan memperoleh kursi karena 

adanya politik uang dari peserta lain. 

Sementara kerugian yang dialami 

penyelenggara bisa saja dalam bentuk 

 
21 Ibid, hlm 3. 
22 Harun al-Rasyid, ibid. 
23 Detiknews.com, “Tok! Lurah Ini Dipenjara 6 

Bulan karena Curi Suara di Pileg 9 April 2014”,  

terganggunya proses penyelenggaraan, 

integritas penyelenggara dan 

penyelenggaraan Pemilu yang berada di 

bawah tanggung jawabnya. Sedangkan 

kerugian pemilih bisa terjadi dalam bentuk 

tidak terjadinya proses konversi suara 

menjadi kursi sesuai dengan kehendak 

pemilih melalui proses pemberian suara 

yang dilakukan pemilih.  

Tindak pidana poltik uang (money 

politics) tersebut mengandung efek negatif, 

karena selain merugikan bagi pihak lain, 

juga akan merugikan bagi pelaku tindak 

pidana poltik uang (money politics) tersebut 

sendiri, maupun bagi pengurus partai 

politik atas terjadinya tindak pidana politik 

uang (money politics) yang dilakukan oleh 

calon anggota legislatif dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum 

(Pemilu), karena pengurus partai politik 

pun harus pula dimintai 

pertanggungjawaban secara hukum, dalam 

hal pertanggungjawaban pidana atas 

perbuatan kadernya atau anggotanya. 

Berikut beberapa contoh kasus poltik 

uang (money politics), yaitu sebagai 

berikut:23 

Kesatu, Buruh Bangunan: Carsad 

menyebarkan money politics di 

Tasikmalaya dengan membagikan 100 

amplop, setiap amplop berisi Rp 30 

ribu. Carsad mengaku mendapat upah 

Rp 150 ribu. PN Tasikmalaya dan PT 

Bandung menjatuhkan hukuman 

percobaan 6 bulan. Apabila dalam 

kurun 6 bulan melakukan tindak pidana, 

maka Carsad dihukum 3 bulan penjara 

dan denda Rp 500 ribu subsidair 10 hari 

kurungan. 

Dalam amarnya, majelis hakim tinggi 

menyatakan untuk melakukan 

pencegahan dan pemberantasan money 

politics dalam Pemilu ini pihak yang 

berwenang seharusnya dapat melacak 

lebih jauh untuk mencari dan menindak 

https://news.detik.com/berita/2616780/tok-lurah-

ini-dipenjara-6-bulan-karena-curi-suara-di-pileg-

9-april-2014?hd772204btr=, diakses:  20-1-2018. 
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siapa sebenarnya aktor intelektual yang 

terlibat dalam perkara ini dan bukan 

sekadar menyeret orang yang telah 

dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu 

karena kemampuan ekonominya yang 

terbatas. 

 

Kedua, PRT Sebar Money Politics: PRT 

di Tasikmalaya, Erah (56), membagi-

bagikan uang sebesar Rp 10 ribu, sehari 

sebelum tanggal pencoblosan Pileg 

2014 lalu. Pada 8 Mei 2014, Pengadilan 

Negeri (PN) Tasikmalaya menjatuhkan 

pidana denda Rp 5 juta dengan 

ketentuan apabila tidak dibayar diganti 

4 bulan kurungan. 

 

Politik uang (money politics) dalam 

peraturan perundang-undangan mengenai 

Pemilu termasuk dalam kategori 

pelanggaran dan dapat dikenai sanksi. Agar 

hak berbagai pihak berkepentingan dalam 

Pemilu dapat terlindungi, maka hukum 

pidana dijadikan salah satu instrumen 

memeliharanya. Bagaimanapun, tertib 

penyelenggaraan Pemilu mesti dijaga 

dengan menggunakan hukum pidana. 

Selain itu, sebagai bagian dari hukum 

pidana, ketentuan pidana Pemilu juga 

ditujukan untuk menegakkan tertib hukum 

dan masyarakat. Sebagaimana 

dikemukakan Remmelink, hukum pidana 

bukan ditujukan pada dirinya sendiri, tetapi 

ditujukan untuk menegakkan tertib hukum 

dan melindungi masyarakat hukum,24 

termasuk hukum Pemilu. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di 

atas, maka pokok permasalahan yang  

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban 

pidana pengurus partai politik atas 

terjadinya tindak pidana politik uang 

(money politics) yang dilakukan oleh 

 
24 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana di 

Indonesia dan Perkembangannya, PT Sofmedia, 

Jakarta, 2012, hlm 36. 
25 Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, Penelitian 

Hukum Indonesia Kontemporer, Genta 

Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm 9. 

calon anggota legislatif dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum 

(Pemilu)? 

2. Bagaimanakah mekanisme pencegahan 

praktik tindak pidana politik uang 

(money politics) yang dilakukan oleh 

calon anggota legislatif dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum 

(Pemilu) oleh Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) dan Komisi Pemilihan 

Umum  (KPU)? 

 

II. METODE 

Penelitian yang penulis laksanakan ini 

merupakan penelitian hukum yang 

normatif, adalah penelitian yang mengkaji 

persoalan hukum dari sudut pandang ilmu 

hukum secara mendalam terhadap norma 

hukum yang dibentuk.25 Muslan 

Abdurrahman mengemukakan bahwa: 

Penelitian hukum normatif atau disebut 

juga penelitian hukum doktrinal. 

Penelitian hukum doktrinal hukum 

dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di 

dalam peraturan perundang-undangan 

(law in books) atau hukum dikonsepkan 

sebagai kaidah atau norma yang 

merupakan patokan berperilaku 

manusia yang dianggap pantas.26 

Sejalan dengan jenis penelitian tesis ini, 

yaitu penelitian hukum normatif, maka 

penelitian merupakan penelitian yang 

bersifat deskriptif analisis, yang menurut 

Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif 

analitis, yaitu suatu penelitian yang 

dimaksudkan untuk memberikan data yang 

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan 

atau gejala-gejala lainnya.27 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, di 

dalam penelitian hukum terdapat beberapa 

pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, 

penelitian akan mendapatkan berbagai 

aspek mengenai isu yang sedang dicoba 

26 Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode 

Penelitian Hukum, UMM Press, Malang, 2009, 

hlm 127. 
27 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 

Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta, 2006,  

hlm 10. 
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untuk dicari jawabannya. Pendekatan-

pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian hukum adalah pendekatan 

Undang-Undang (Statute Approach), 

Pendekatan Kasus (Case Approach), 

Pendekatan Historis (Historical Approach), 

Pendekatan Komparatif (Comparative 

Approach), dan Pendekatan Konseptual 

(Conceptual Approach).28 

Metode pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis normatif, yaitu 

penelitian hukum yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder29 melalui pendekatan undang-

undang (statuta approach), yaitu penelitian 

terhadap produk-produk hukum,30 

pendekatan komparatif (comparative 

approach), pendekatan konseptual 

(conceptual approach) dan pendekatan 

asas-asas hukum.  

Pendekatan komparatif dilakukan 

dengan membandingkan undang-undang 

suatu negara, dengan undang-undang dari 

satu atau lebih negara lain mengenai hal 

yang sama. Selain itu, dapat juga 

diperbandingkan di samping undang-

undang yaitu putusan pengadilan di 

beberapa negara untuk kasus yang sama.  

Kegunaan dalam pendekatan ini adalah 

untuk memperoleh persamaan dan 

perbedaan di antara undang-undang 

tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai 

isu hukum antara ketentuan undang-undang 

dengan filosofi yang melahirkan undang-

undang itu.31 

Pendekatan konseptual (conceptual 

approach) beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang di dalam ilmu hukum. dengan 

 
28 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 

Prenadamedia Group, Jakarta, Edisi Revisi, 2015,. 

hlm 133. Lebih lengkapnyapenjelasan 

pendekatan-pendekatan penelitian tersebut  lihat 

pula Peter Mahmud Marzuki, Ibid, hlm 133-180. 
29 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian 

Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 13. 
30 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian 

Hukum, CV Mandar Maju Bandung, 2008, hlm 92. 

mempelajari pandang-pandangan dan 

doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, 

peneliti akan menemukan ide-ide yang 

melahirkan pengertian-pengertian hukum, 

konsep-konsep hukum, dan asas-asas 

hukum relevan dengan isu yang dihadapi. 

Pemahaman akan pandangan-pandangan 

dan doktrin-doktrin tersebut merupakan 

sandaran bagi peneliti dalam membangun 

suatu argumentasi hukum dalam 

memecahkan isu yang dihadapi.32 

Menurut Soerjono Soekanto, data 

sekunder, dilihat dari sudut kekuatan 

mengikatnya meliputi:  

1. bahan hukum primer yaitu bahan-bahan 

hukum yang mengikat, terdiri dari 

norma atau kaidah dasar (pembukaan 

UUD 1945), Peraturan dasar (Batang 

Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan-

ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat), peraturan perundang-

undangan dan lain-lain,  

2. bahan hukum sekunder yaitu bahan-

bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, seperti misalnya rancangan 

undang-undang, hasil-hasil penelitian 

para ahli, hasil karya ilmiah dari 

kalangan ahli hukum, dan sterusnya,  

3. bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan 

hukum yang memberikan petunjuk atau 

menjelaskan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder, seperti kamus-

kamus, ensiklopedia dan lain-lain.33 

Penelitian dilakukan dalam satu tahap, 

yaitu penelitian kepustakaan (library 

research) atau studi dokumen, tanpa 

melakukan wawancara/interview. 

31 Lihat Peter Mahmud Marzuki, op.cit, hlm 93-95. 

Lebih lengkapnya penjelasan pendekatan-

pendekatan penelitian tersebut  lihat pula Peter 

Mahmud Marzuki, ibid, hlm 96-139. 
32 Peter Mahmud Marzuki, ibid. 
33 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 

Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta, 1986 & 

2006, hlm 52. 
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Menurut M. Syamsudin,34 studi 

dokumen atau pustaka dalam penelitian 

hukum bertujuan untuk menemukan bahan-

bahan huum baik yang bersifat primer 

maupun sekunder. Bahan-bahan hukum 

inilah, baik yang primer maupun sekunder 

yang dijadikan patokan atau norma dalam 

menilai fakta-fakta hukum yang akan 

dipecahkan sebagai masalah hukum. 

Tahap penelitian dengan studi 

kepustakaan ini dilakukan dengan 

melakukan pencermatan dan penelaahan 

terhadap data sekunder yang ada berkenaan 

dengan aturan-aturan hukum yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, 

teori-teori yang berkaitan, beserta hal 

lainnya yang kemudian akan dikembangkan 

pada tahap penelitian berikutnya untuk 

memperkuat asumsi dan kesimpulan yang 

akan dirumuskan. Selanjutnya dilakukan 

pengolahan dan analisis data serta 

penyusunan hasil penelitian. Dalam tahap 

ini data penelitian diolah dan dianalisis 

yang kemudian dituangkan dalam bentuk 

tesis. 

Penelitian hukum ini merupakan 

penelitian hukum normatif, sehingga 

penelitian ini memakai data sekunder, yaitu 

data yang diperoleh dari bahan-bahan 

pustaka35 melalui studi kepustakaan 

(library research), meliputi:36 

Pertama, bahan hukum primer, yaitu 

bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri 

dari norma atau kaidah dasar, peraturan 

dasar, peraturan perundang-undangan, 

seperti diantaranya Undang-Undang Dasar 

1945 Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang 

Pemimhan Umum (Pemilu), yaitu 

diantaranya Undang-Undang Tentang 

Partai Politik, Undang-Undang Tentang 

 
34 M. Syamsudin, Operasinalisasi Penelitian 

Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, 

hlm. 102. 
35 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op.cit, 2001, 

hlm 12. 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, 

Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan peraturan 

perundang-undangan lainnya.  

Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu 

bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, 

seperti misalnya hasil-hasil penelitian para 

ahli, hasil karya ilmiah dari kalangan ahli 

hukum, makalah-makalah dalam seminar, 

serta buku-buku yang ditulis oleh para ahli.  

Ketiga, bahan hukum tertier, yaitu 

bahan hukum yang memberikan petunjuk 

atau menjelaskan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder, seperti kamus-kamus, 

ensiklopedia, koran dan lain-lain.  

Data yang diinventarisir yang paling 

dominan sebagai bahan dalam penelitian  

ini  adalah  data  sekunder  yaitu  data  dari  

bahan pustaka berupa buku-buku literature 

dan peraturan perundang-undangan. 

Sumber data atau bahan hukum yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini 

diperoleh melalui studi dokumen atau studi 

kepustakaan, yang kemudian penulis baca, 

pelajari, telaah dan analisis, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan 

datastudi pustaka terhadap bahan-bahan 

hukum, baik bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, maupun bahan hukum 

tersier....”.37 Sesuai dengan alat 

pengumpulan data tersebut, maka teknik 

pengumpulan data yang dipergunakan 

dalam penelitian hukum ini, adalah studi 

dokumen (bahan pustaka) atau kajian 

kepustakaan (library research). 

Disamping melakukan penelitian studi 

dokumen atau studi kepustakaan, teknik 

pengumpulan data juga dilakukan melalui 

browsing (mengakses) di internet untuk 

mencari data dan bahan hukum aktual yang 

tidak diperoleh dari bahan tertulis atau hard 

36 Ibid, hlm 12-13. 
37 Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, Dualisme 

Peneltian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 160. 
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copy di perpustakaan konvensional, tanpa 

melakukan wawancara. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pertanggungjawaban Pidana 

Pengurus Partai Politik Atas 

Terjadinya Tindak Pidana Politik 

Uang (Money Politics) yang 

Dilakukan Oleh Calon Anggota 

Legislatif dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum (Pemilu)  

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di 

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar". Makna dari 

"kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu 

bahwa rakyat memiliki kedaulatan, 

tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk 

secara demokratis memilih pemimpin yang 

akan membentuk pemerintahan guna 

mengurus dan melayani seluruh lapisan 

masyarakat, serta memilih wakil rakyat 

untuk mengawasi jalannya pemerintahan. 

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan 

melalui Pemilu. 

Kata pemilu begitu akrab dengan 

masalah politik dan pergantian pemimpin, 

karena pemilu, politik dan pergantian 

pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang 

diselenggarakan tidak lain adalah masalah 

politik yang berkaitan dengan masalah 

pergantian pemimpin.38 

Pemilu merupakan ciri dari negara 

berdasar konstitusi dan hal ini menunjukan 

dinamika dari perjalanan panjang dari 

negara yang eksis dengan berbagai aktivitas 

ketatanegaraan.39 Pemilu mempunyai 

kedudukan yang sangat penting dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemilu berkaitan dengan tenganya 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

 
38 Sodikin, Hukum Pemilu Sebagai Praktek 

Ketatanegaraan, Gramata Publishing, Bekasi, 

2014, hlm 1. 
39 Subiharta, “Dimensi Hukum Tindak Pidana 

Pemilu Legislatif 2009”, Majalah Hukum Varia 

Peradilan No. 280 Maret 2009, Ikatan Hakim 

Indonesia, Jakarta, hlm 24. 

demokrasi, dan juga berkaitan dengan 

kesinambungan pembangunan nasional di 

Indonesia.  

Pemilu merupakan sarana tak 

terpisahkan dari kehidupan berpolitik 

negara demokrasi modern. Bangsa yang 

matang demokrasinya pun pemilu mutlak 

diperlukan, tetapi karena cenderung rutin 

banyak warga negara yang tidak hadir, 

bahkan, tidak mendaftar sebagai 

manifestasi dari gerakan golongan putih 

(golput) baik secara ideologi ataupun 

karena kendala sistemik.40 

Pemilu merupakan proses pemilihan 

pemimpin bangsa dan merupakan wujud 

dari kedaulatan rakyat. Pemilu juga 

merupakan proses pemberian hak kepada 

rakyat untuk ikut serta dalam menentukan 

haluan negara dengan memilih wakil-

wakilnya di dalam DPR secara berkala. 

Pemilu di Indonesia, adalah sebagai 

sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin 

melalui Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden yang dipilih dalam satu pasangan 

secara langsung serta memilih wakilnya 

yang akan menjalankan fungsi melakukan 

pengawasan, menyalurkan aspirasi politik 

rakyat, membuat undang-undang sebagai 

landasan bagi semua pihak di Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dalam 

menjalankan fungsi masing-masing, serta 

merumuskan anggaran pendapatan dan 

belanja untuk membiayai pelaksanaan 

fungsi-fungsi tersebut. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk 

memilih Presiden dan Wakil Presiden, 

anggota DPR, anggota DPD, serta anggota 

DPRD diselenggarakan berlandaskan asas 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil setiap lima tahun sekali.  

40 Dedi Mulyadi, “Kebijakan Leslasi Tentang Sanksi 

Pidana Pemilu Legislatif Perspektif Demokrasi 

dan Kedaulan Rakyat dalam Henny Nuraeny 

(Editor), Wajah Hukum Pidana: Asas dan 

Perkembangan, Gramata Publishing, Jakarta, 

2012, hlm 241. 
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Pemilu merupakan proses panjang yang 

terdiri atas tahapan-tahapan yang antara 

satu dengan yang lainnya saling terkait, 

mulai dari penentuan agenda dan jadwal, 

hingga penetapan hasil dan calon terpilih. 

Partai politik menjadi "corong" bagi 

sekelompok orang yang mencoba mengadu 

keberuntungan di partai melalui pemilu, 

tanpa disertai penyaringan yang benar-

benar selektif. Walaupun tahap demi tahap 

telah diatur dan diberikan rambu pembatas 

sektor yang diperbolehkan dan dilarang 

ketika menjalankan pemilu.  

Oreantasi Partai saat itu tidak lagi 

berperan melahirkan calon pemimpin yang 

berkualitas, tetapi bagaimana partai 

merekrut orang-orang bermodal besar agar 

mampu memenuhi ketentuan electoral 

threshold dan memenangkan pemilu. 

Kondisi ini makin diperparah oleh  sistem 

pemilu yang begitu mahal, sehingga 

berdampak pada terbentuknya prilaku 

politik masyarakat (massa pendukung) 

menjadi pribadi yang komersial.  

Pilihan politik masyarakat tidak lagi 

diikat oleh moralitas dan tanggungjawab, 

tetapi lebih didasari oleh jasa atau hutang 

budi sebagai agen pemenangan pemilu. 

Tentunya situasi politik seperti ini tidak 

membawa kedewasaan berpolitik bagi 

masyarakat. 

Pemilu yang digelar merupakan 

kebutuhan politik rakyat dalam mencari 

pemimpin yang ideal, begitupun bagi partai 

politik, sudah menjadi tugas dan 

tanggungjawabnya melahirkan kader-kader 

pemimpin yang mumpuni. Namun sungguh 

disayangkan, tujuan untuk melahirkan 

pemimpin yang diinginkan rakyat ternyata 

tidak sekuat dengan upaya yang dilakukan 

oleh partai politik dalam menyeleksi calon 

anggota legislatif.  

Pemilu legislatif selalu dikotori dengan 

"transaksi politik" yang  menyebabkan 

rendahnya kualitas dan integritas calon 

anggota legislatif, yaitu politik uang (money 

politics) di masyarakat. Rakyat dengan 

mudah dan sadar mau dibayar untuk 

memilih calon tertentu. Ini berarti partai 

politik dan rakyat menentukan pilihan 

politinya bukan karena kompetensi yang 

dimiliki tetapi karena kemampuan finansial 

figur. Secara substansi, politik uang yang 

marak terjadi akan mengurangi legitimasi 

kepemimpinan daerah sekalipun melalui 

pemilukada secara prosedural benar.  

Praktik politik uang (money politics) 

adalah virus yang sulit sekali di atasi 

meskipun aturan dan format 

penyelenggaraan pemilu terus menerus 

dilakukan penyempurnaan. Namun format 

pemilu tidak berkorelasi langsung terhadap 

penyelesaian politik uang (money politics). 

Politik uang (money politics) ini 

merupakan wujud dari para elit politik yang 

melakukan cara yang tidak fair dalam 

memperoleh kekuasaan. Karena tentu saja 

calon-calon yang memiliki modal yang 

banyak akan memiliki kesempatan yang 

besar untuk terpilih menjadi pemimpin atau 

wakil rakyat. Hal ini tidak dapat dipungkiri 

bahwa dengan melakukan politik uang 

maka akan meningkatkan popularitas dari 

seorang kandidat, betapa tidak, karena 

image yang terbangun di masyarakat bahwa 

mereka sangat mewajarkan seseorang 

mencalonkan diri sebagai wakil rakyat 

karena kaya atau memiliki uang yang 

sangat banyak dibandingakan dengan orang 

yang mempunyai modal politik yang 

minim.  

Tindak pidana politik uang (money 

politics) merupakan perbuatan pidana yang 

di dalamnya terdapat unsur kejahatan, yang 

harus dipertanggungjawabkan oleh orang 

atau korporasi yang melakukan tindak 

pidana politik uang (money politics) yang 

melanggar nilai ketertiban masyarakat 

tersebut. Telah dimaklumi bahwa perbuatan 

pidana memiliki konsekuensi 

pertanggungjawaban serta penjatuhan 

pidana. Demikian pula dalam tindak pidana 

politik uang (money politics), maka 

pelakunya, dalam hal ini calon anggota 

legislatif, termasuk pengurus paratai poltik 

harus pula bertanggung jawan secara pidana  

atas terjadinya tindak pidana politik uang 

(money politics) yang dilakukan oleh calon 

anggota legislatif dalam penyelenggaraan 

pemilihan umum (Pemilu), 



53 

 

Program Studi S2 Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara Bandung 

Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 9 No. 1 Februari 2019 Siti N.A. Pertanggungjawaban ... 

Pertanggungjawaban pidana pengurus 

partai politik atas terjadinya tindak pidana 

politik uang (money politics) yang 

dilakukan oleh calon anggota legislatif 

dalam penyelenggaraan pemilihan umum 

(Pemilu) ini merupakan tanggung jawab 

institusi, dalam hal ini pengurus partai 

politik. 

Tanggung jawab institusi, adalah 

tanggung jawab yang menjadi beban pada 

institusi Partai Politik. Tangugung jawab 

insitiusi merupakan tanggung jawab 

manajerial, seperti tugas pengawasan, 

pembinaan, pengendalian dan sejenisnya.  

Pertanggungjawaban pidana pengurus 

partai politik atas terjadinya tindak pidana 

politik uang (money politics) yang 

dilakukan oleh calon anggota legislatif 

dalam penyelenggaraan pemilihan umum 

(Pemilu) tersebut  pada dasarnya 

menekankan peran serta pengurus partai 

politik bersangkutan yang memiliki 

hubungan ... dengan calon anggota legislatif 

dalam penyelenggaraan pemilihan umum 

(Pemilu) yang diajukannya sebagai alasan 

pembebanan pertanggungjawaban pidana.  

Apabila terjadi tindak pidana politik 

uang (money politics) yang dilakukan oleh 

calon anggota legislatif dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 

ini merupakan kesalahan institusi karena 

telah lalai dalam melakukan pembinaan, 

dan pengawasan. Dengan demikian insitutsi 

Partai Politik mempunyai tanggung jawab 

manajerial yuridis yang ada akibat 

yuridisnya, walau tidak seberat yang 

ditanggung oleh pelaku uitama secara 

pribadi.  

Selanjutnya, oleh karena adanya 

Pengurus Partai Politik yang harus 

bertanggung jawab tindak pidana politik 

uang (money politics) yang dilakukan oleh 

calon anggota legislatif dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum 

(Pemilu), maka pastilah adanya struktur 

organisasi yang terdiri dari orang-orang, 

baik itu ketua dari Partai Politik tersebut 

ataupun orang yang menyuruh melakukan 

atau menggerakkan (doen plegen), yang 

turut serta melakukan atau membantu 

terjadinya suatu tindak pidana 

(medeplichtigen) serta pelaku utama yang 

melakukannya (daderschap).  

Dalam mengefektifkan berlakunya 

hukum terhadap tindak pidana politik uang 

(money politics) maka harus dikenakan 

sanksi atas perbuatan itu. Meskipun dalam 

teori hukum pidana seorang bisa saja lepas 

dari perbuatan pidana, jika perbuatan 

tersebut tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. Atau dengan kata 

lain orang yang melakukan tindak pidana 

karena adanya unsur daya paksa, maka 

orang tersebut lepas dari segala tuntutan 

hukum. 

Berkaitan dengan hal 

pertanggungjawaban pidana pengurus 

partai politik atas terjadinya tindak pidana 

politik uang (money politics) yang 

dilakukan oleh calon anggota legislatif 

dalam penyelenggaraan pemilihan umum 

(Pemilu),  maka perlu diuraikan tentang hal-

hal sebagai berikut di bawah ini. 

1. Kesalahan 

Seseorang yang telah melakukan 

perbuatan itu apakah kemudian juga 

dipidana, tergantung pada soal apakah dia 

dalam melakukan perbuatan pidana itu 

memang mempunyai kesalahan maka tentu 

ia akan dipidana. Asas yang tidak tertulis 

“tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” 

yang merupakan dasar daripada 

dipidananya si pembuat. 

Pokok pikiran di atas telah menjelaskan 

bahwa dasar daripada adanya perbuatan 

pidana adalah azas legalitas yaitu asas yang 

menentukan bahwa sesuatu perbuatan 

adalah terlarang dan diancam dengan 

pidana barang siapa yang melakukannya 

“sedangkan” daripada dipidananya 

sipembuat adalah azas tidak dipidana jika 

tidak ada kesalahan. 

Seseorang tidaklah mungkin 

mempertanggungjawabkan secara pidana 

atas perbuatannya apabila perbuatannya itu 

sendiri tidaklah bersifat melawan hukum. 

Maka lebih lanjut dapat dikatakan bahwa 

terlebih dahulu harus ada kepastian tentang 

adanya perbuatan pidana dan kemuian 

semua unsur-unsur kesalahan harus 
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dihubungkan pula dengan perbuatan pidana 

dilakukan sehingga untuk adanya kesalahan 

yang mengakibatkan dipidananya terdakwa 

haruslah : 

a. Melakukan perbuatan pidana; 

b. Mampu bertanggung jawab; 

c. Dengan sengaja atau kealpaan; 

d. Tidak adanya alasan pemaaf  

e. Tidak terdapat dasar alasan yang 

menghapus kesalahan. 

Dari berbagai rumusan mengenai 

strafbaarfeit, maka para sarjana 

menyatakan bahwa kesalahan termasuk 

unsur subjektif dari strafbaarfeit ini tidak 

lain menunjuk kepada pertanggungjawaban 

dari sipembuat atas perbuatan pidana yang 

telah dilakukan. 

Kesalahan sebagai elemen subjektif dari 

strafbaarfeit menunjuk pada keadaan si 

pembuat sebagai subjek dari perbuatan 

yang dilakukan menurut rumusan perbuatan 

pidana dan disebut dalam kalimat dengan 

kata “barang siapa” (hijdie). 

Buku II KUHP, biasanya kesalahan itu 

menunjuk tentang keadaan kejiwaan 

sipembuat sebagai sikap bathin yang 

terdapat didalam rumusan delik antara lain 

oleh pembentuk undang-undang disebutkan 

atas kejahatan dengan sengaja atau alpa. 

Konsekuensi daripada pandangan bahwa 

kesalahan adalah elemen elemen subjektif 

dari strafbaarfeit, maka tidak lain adalah 

bahwa kesalahan itu mengandung dua segi 

yaitu segi psychologis dan segi yuridis 

dimana segi yang pertama merupakan dasar 

untuk mengadakan pencelaan yang harus 

ada terlebih dahulu, baru kemudian segi 

yang kedua untuk dipertanggung jawabkan 

dalam hukum pidana. 

Segi psychologis adalah dasar 

kesalahan yang harus dicari dalam jiwa 

orang yang melakukan perbuatan itu 

dengan menyelidiki bagaimana hubungan 

bathinnya itu dengan apa yang telah 

diperbuat. Segi yuridis daripada kesalahan 

dapat dikatakan bahwa orang mempunyai 

kesalahan karena sesuatu perbuatan yang 

dinyatakan sebagai perbuatan yang keliru 

dan kepada sipembuat dapat diberikan 

celaan terhadap dirinya secara persoonlijk. 

Dari apa yang telah di sebutkan di atas, 

maka dapat di katakan bahwa kesalahan 

terdiri atas beberapa unsur ialah :  

a. Adanya kemampuan bertanggungjawab 

pada si pembuat (Schuldfahigkeit atau 

Zurechnungsfahigkeit) : artinya 

keadaan jiwa si pembuat harus normal  

b. Hubungan batin antara si pembuat 

dengan perbuatanya berupa 

kesengajaan (dolus) atau keapaan 

(culpa) : ini di sebut bentuk-bentuk 

kesalahan.  

c. Tidak adanya alasan yang menghapus 

kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.  

Kalau ketiga unsur ada maka orang 

yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah 

atau mempunyai pertanggungjawaban 

pidana, sehingga bisa di pidana. Sekalipun 

kesalahan telah di terima sebagai unsur 

yang menentukan pertanggungjawaban 

pembuat tindak pidana, tetapi mengenai 

bagaimana memaknai kesalahan masih 

terjadi saling perdebatan di kalangan para 

ahli. Pemahaman yang berbeda mengenai 

makna kesalahan, dapat menyebakan 

perbedaan dalam penerapanya. Dengan kata 

lain, pengertian tentang kesalahan  dengan 

sendirnya menentukan ruang lingkup 

pertanggungjawaban pembuat tindak 

pidana.  

Dalam pengertian tindak pidana 

termasuk pertanggungjawaban pidana. 

Tindakan pidana hanya menunjuk kepada 

dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan 

suatu pidana. Namun orang yang 

melakukan tindak pidana belum tentu di 

jatuhi pidana sebagaimana yang di 

ancamkan, hal ini tergantung pada “apakah 

dalam melakukan perbuatan ini orang 

tersebut mempunyai kesalahan, yang 

merujuk kepada asas dalam 

pertanggungjawaban dalam hukum 

pidana”. “Tidak di pidana jika tidak ada 

kesalahan (geen straf zonder schuld:actus 

non facit reum nisi mens sir rea)”. Namun 

lainya halnya dengan hukum pidana fiskal, 

yang tidak memakai kesalahan. Jadi jika 

orang telah melanggar ketentuan, dia diberi 

pidana denda atau di rampas. 

Pertanggungjawaban tanpa adanya 
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kesalahan dari pihak yang melanggar di 

namakan leer van het materiele feit (fait 

materielle).41 

Lebih lanjut Moeljatno menjelaskan 

bahwa orang yang tidak dapat di 

persalahkan melanggar sesuatu tindak 

pidana tidak mungkin dikenakan pidana, 

meskipun orang tersebut dikenal buruk 

perangainya, kikir, tidak suka menolong 

orang lain, sangat ceroboh, selama dia tidak 

melanggar larangan pidana. Demikian pula 

meskipun melakukan tindak pidana, tidak 

selalu dapat di pidana. Misalnya, seorang 

anak yang bermain dengan korek api dan 

menyalakan di dinding rumah tetangganya 

sehingga menimbulkan bahaya umum baik 

terhadap barang maupun orang (Pasal 187 

KUHP).42 Walaupun anak tersebut yang 

membakar rumah tetangga atau setidaknya 

karena perbuatan anak tersebut rumah 

tentangga terbakar (Pasal 188 KUHP).43  

Anak tersebut tidak dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas perbuatanya itu.  

Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan terlebih dahulu apakah 

Terdakwa adalah orang yang mampu 

mempertanggungjawabkan perbuatannya di 

depan hukum, dan menurut pengamatan 

Majelis Hakim selama berlangsungnya 

persidangan perkara pidana pemilu 

tersebut, Terdakwa adalah orang yang 

mampu mempertanggungjawabkan 

perbuatannya di depan hukum, hal ini 

terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan 

bertutur kata serta penalarannya dalam 

mengikuti jalannya sidang, di samping itu 

tidak ternyata di persidangan bahwa 

Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan 

atau alasan pembenar yang dapat 

meniadakan pertanggungjawaban pada 

 
41 Dahulu atas pelanggaran, tapi sejak adanya Arrest 

H.R.1916 Nederland (Van Bammalen Arresten 

strafrecht), hlm itu di tiadakan. Demikan pula bagi 

delik-delik jenis overtradingen, berlaku asa tanpa 

kesalahan, tak mungkin di pidana. 
42 Pasal 187 KUHP : barang siap dengan sengaja 

menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir di 

ancam : ke-1 dengan pidana penjara paling lama 

dua belas tahun,jika karenanya timbul bahaya 

umum bagi barang; ke-2 dengan pidana penjara 

dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa 

haruslah dijatuhi pidana. 

 

2. Kemampuan Bertanggung Jawab 

dalam Hukum Pidana 

Di dalam hal kemampuan 

bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan 

batin orang yang melakukan perbuatan 

pidana merupakan masalah kemampuan 

bertanggungjawab dan menjadi dasar yang 

penting untuk menentukan adanya 

kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang 

yang melakukan perbuatan pidana haruslah 

sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan 

normal, sebab karena orang yang normal, 

sehat inilah yang dapat mengatur tingkah 

lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang 

di anggap baik oleh masyarakat.  

Sementara bagi orang yang jiwanya 

tidak sehat dan normal, maka ukuran-

ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak 

ada gunanya untuk diadakan 

pertanggungjawaban, sebagaimana di 

tegaskan dalam ketentuan Pasal 44 KUHP 

yang berbunyi sebagai berikut :  

a. Barang siapa mengerjakan sesuatu 

perbuatan, yang tidak dapat di 

pertanggungjawabkan kepadanya 

karena kurang sempurna akalnya atau 

karena sakit berubah akal tidak boleh di 

hukum  

b. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di 

pertanggungjawabkan kepadanya 

karena kurang sempurna akalnya karena 

sakit berubah akal maka hakim boleh 

memerintahkan menempatkan di di 

rumah sakit gila selama-lamanya satu 

tahun untuk di periksa.  

c. Yang di tentukanya dalam ayat di atas 

ini, hanya berlaku bagi Mahkamah 

paling lama lima belas tahun, jika karanenya 

timbul bahaya bagi orang lain. 
43 Pasal 188 KUHP: “barangsiapa karena kealpaanya 

menyebabkan kebakaran,ledakan atau banjir, 

diancam dengan pidana penjara paling lama lima 

tahun atau kurungan paling lama satu tahun atau 

denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika karenya 

timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya 

timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika 

karenya mengakibatkan matinya bagi orang lain. 
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Agung, Pengadilan Tingi dan 

pengadilan negeri. 

Mengenai kemampuan 

bertanggungjawab sebenarnya tidak secara 

terperinci ditegaskan oleh Pasal 44 KUHP 

tersebut. Hanya di temukan beberapa 

pandangan para sarjana, misalnya Van 

Hammel yang mengatakan, orang yang 

mampu bertanggungjawab harus memenuhi 

setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu : (1) dapat 

menginsafi (mengerti) makna perbuatannya 

dalam alam kejahatan, (2) dapat menginsafi 

bahwa perbuatanya di pandang tidak patut 

dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu 

untuk menentukan niat atau kehendaknya 

terhadap perbuatan tadi.44 

Sementara itu, secara lebih tegas, 

Simons mengatakan bahwa mampu 

bertanggungjawab adalah mampu 

menginsafi sifat melawan hukumnya 

perbuatan dan sesuai dengan ke insafan itu 

menentukan kehendaknya.45 Adapun 

menurut Sutrisna, untuk adanya 

kemampuan beranggungjawab maka harus 

ada dua unsur yaitu : (1) kemampuan untuk 

membeda-bedakan antara perbuatan yang 

baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum 

dan yang melawan hukum; (2) kemampuan 

untuk menentukan kehendaknya menurut 

keinsafan tentang baik dan buruknya 

perbuatan tadi.46 

Dengan kata lain, bahwa kemampuan 

bertanggungjawab berkaitan dengan dua 

faktor terpenting, yakni pertama faktor akal 

untuk membedakan antara perbuatan yang 

di perbolehkan dan yang di larang atau 

melanggar hukum, dan kedua faktor 

perasaan atau kehendak yang menetukan 

kehendaknya dengan menyesuaikan 

tingkah lakunya dengan penuh kesadaran. 

 

3. Pidana/Penghukuman (Punishment) 

Dari berbagai tulisan para sarjana 

hukum di Indonesia membedakan 

 
44 Andi Hamzah (ed.), Bunga Rampai Hukum 

Pidana dan Acara Pidana, Jakarta :Ghalia 

Indonesia, 1986, hlm.79. 
45 Ibid. 
46 Ibid, hlm 83. 

terminologi pidana dengan hukuman yang 

dikenal dengan istilah "straf". Istilah 

hukuman adalah istilah umum untuk segala 

macam sanksi, baik perdata, administrasi 

disiplin dan pidana. Sedangkan istilah 

pidana diartikan sempit yang berkaitan 

dengan hukum pidana.  Andi Hamzah 

menuliskan bahwa pidana straf adalah 

hukuman yang dijatuhkan terhadap orang 

yang terbukti bersalah melakukan delik 

putusan yang berkekuatan hukum yang 

tetap".47 

Pidana sebagai suatu sanksi yang 

dijatuhkan karena dilanggarnya suatu 

ketentuan pidana. Dalam sistem hukum 

pidana Indonesia, pidana dijatuhkan dan 

perbuatan apa yang diancam pidana harus 

lebih dahulu telah tercantum dalam undang-

undang pidana. Materi ketentuan Pasal 1 

ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa tidak 

ada perbuatan dapat dipidana, melainkan 

atas kekuatan ketentuan pidana dalam 

perundang-undangan yang telah ada 

sebelum perbuatan itu terjadi.48 Dalam 

pengertian Pasal 1 ayat (1) KUHP termasuk 

pula tindakan (maajregel), yang dalam 

dunia modern telah banyak diperkenalkan 

sebagai pengganti pidana atau merupakan 

alternatif lain di samping pidana. 

Pertanggungjawaban pidana pengurus 

partai politik atas terjadinya tindak pidana 

politik uang (money politics) yang 

dilakukan oleh calon anggota legislatif 

dalam penyelenggaraan pemilihan umum 

(Pemilu) akan bermuara pada paradigma 

hukum dalam memahami pengurus partai 

politik sebagai subjek hukum pidana dalam 

konteks tiga konsep utama dalam hukum 

pidana, yaitu tindak pidana (offense), 

kesalahan (guilt), dan pidana/penghukuman 

(punishment).  

Pengurus partai politik bisa dimintakan 

pertanggungjawaban secara pidana  atas 

terjadinya tindak pidana politik uang 

47 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar 

Grafika. 2009, hlm.119. 
48 R. Sugandi, KUHP dan Penjelasannya, Usaha 

Maksimal Surabaya 1980, hlm. 5. 
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(money politics) yang dilakukan oleh calon 

anggota legislatif dalam penyelenggaraan 

pemilihan umum (Pemilu), apabila adanya 

perbuatan pidana dan kemudian semua 

unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan 

pula dengan perbuatan pidana dilakukan 

sehingga untuk adanya kesalahan yang 

mengakibatkan dipidananya pengurus 

partai politik tersebut haruslah adanya 

kemampuan bertanggungjawab, adanya 

bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan 

(dolus) atau keapaan (culpa) serta tidak 

adanya alasan yang menghapus kesalahan 

atau tidak ada alasan pemaaf. Kalau ketiga 

unsur ada maka orang yang bersangkutan 

bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai 

pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa 

di pidana. Apabila ketiga unsur ada maka 

orang yang bersangkutan bisa dinyatakan 

bersalah atau mempunyai 

pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa 

dipidana. 

Namun demikian, apabila mengacu 

pada ketentuan larangan terhadap praktik 

politik uang (money politics) dalam 

pemilihan anggota legislatif sebagaimana 

diatur dalam pasal kententuan pidana 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum, yaitu 

diantaranya sebagai berikut: 

Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilihan Umum 

menyebutkan bahwa: 

Setiap orang yang dengan sengaja pada 

saat pemungutan suara menjanjikan 

atau memberikan uang atau materi 

lainnya kepada Pemilih supaya tidak 

menggunakan hak pilihnya atau 

memilih Peserta Pemilu tertentu atau 

menggunakan hak pilihnya dengan cara 

tertentu sehingga surat suaranya tidak 

sah, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 

paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga 

puluh enam juta rupiah). 

 

Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilihan Umum 

menyebutkan bahwa: 

a. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau 

tim Kampanye Pemilu yang dengan 

sengaja menjanjikan atau 

memberikan uang atau materi 

lainnya sebagai imbalan kepada 

peserta Kampanye Pemilu secara 

langsung ataupun tidak langsung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

280 ayat (1) huruf j dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 2 (dua) 

tahun dan denda paling banyak 

Rp24.000.000.00 (dua puluh empat 

juta rupiah). 

b. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau 

tim Kampanye Pemilu yang dengan 

sengaja pada Masa Tenang 

menjanjikan atau memberikan 

imbalan uang atau materi lainnya 

kepada Pemilih secara langsung 

ataupun tidak langsung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

278 ayat (2) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) tahun 

dan denda paling banyak 

Rp48.000.000,00 (empat puluh 

delapan juta rupiah). 

c. Setiap orang yang dengan sengaja 

pada hari pemungutan suara 

menjanjikan atau memberikan uang 

atau materi lainnya kepada Pemilih 

untuk tidak menggunakan hak 

pilihnya atau memilih Peserta 

Pemilu tertentu dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun dan denda paling banyak 

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam 

juta rupiah). 

 

tersebut, maka secara sederhana dapat 

diberikan jawaban bahwa pegurus partai 

politik tidak dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana atas terjadinya 

tindak pidana politik uang (money politics) 

yang dilakukan oleh calon anggota legislatif 

dalam penyelenggaraan pemilihan umum 

(Pemilu). Namun demikian berdasarkan 

ajaran atau doktrin atau konsep hukum yang 

berkembang secara pesat, maka tentulah 

pengurus partai politik dapat dituntut atas 

terjadinya tindak pidana politik uang 
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(money politics) yang dilakukan oleh calon 

anggota legislatif dalam penyelenggaraan 

pemilihan umum (Pemilu). 

 

B. Mekanisme Pencegahan Praktik 

Tindak Pidana Politik Uang (Money 

Politics) yang Dilakukan Oleh Calon 

Anggota Legislatif dalam  

Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

(Pemilu) oleh Badan Pengawas  

Pemilu  (Bawaslu)  dan  Komisi 

Pemilihan Umum  (KPU) 

Praktik politik uang (money politics) 

tergolong kasus dalam pemilu. Karena di 

dalam Undang-Undang Pemilu sudah di 

atur bahwa dalam penyelenggaraan pemilu 

tidak diperbolehkan melakukan politik 

uang (money politics) dalam 

mengumpulkan suara dari masyarakat. 

Kegiatan praktek politik uang tersebut 

sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip 

demokrasi yang mengisyaratkan adanya 

pelaksanaan hak dasar seperti hak 

menyatakan pendapat, hak berkumpul, dan 

berserikat yang kesemuanya memerlukan 

suatu aturan perundang-undangan yang 

dapat dijadikan sebagai dasar payung 

hukum. Larangan terhadap praktik politik 

uang (money politics) dalam pemilihan 

anggota legislatif diatur dalam pasal 

kententuan pidana Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 

yaitu diantaranya sebagai berikut: 

Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilihan Umum 

menyebutkan bahwa: 

Setiap orang yang dengan sengaja pada 

saat pemungutan suara menjanjikan 

atau memberikan uang atau materi 

lainnya kepada Pemilih supaya tidak 

menggunakan hak pilihnya atau 

memilih Peserta Pemilu tertentu atau 

menggunakan hak pilihnya dengan cara 

tertentu sehingga surat suaranya tidak 

sah, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 

paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga 

puluh enam juta rupiah). 

 

Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilihan Umum 

menyebutkan bahwa: 

d. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau 

tim Kampanye Pemilu yang dengan 

sengaja menjanjikan atau 

memberikan uang atau materi 

lainnya sebagai imbalan kepada 

peserta Kampanye Pemilu secara 

langsung ataupun tidak langsung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

280 ayat (1) huruf j dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 2 (dua) 

tahun dan denda paling banyak 

Rp24.000.000.00 (dua puluh empat 

juta rupiah). 

e. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau 

tim Kampanye Pemilu yang dengan 

sengaja pada Masa Tenang 

menjanjikan atau memberikan 

imbalan uang atau materi lainnya 

kepada Pemilih secara langsung 

ataupun tidak langsung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

278 ayat (2) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) tahun 

dan denda paling banyak 

Rp48.000.000,00 (empat puluh 

delapan juta rupiah). 

f. Setiap orang yang dengan sengaja 

pada hari pemungutan suara 

menjanjikan atau memberikan uang 

atau materi lainnya kepada Pemilih 

untuk tidak menggunakan hak 

pilihnya atau memilih Peserta 

Pemilu tertentu dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun dan denda paling banyak 

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam 

juta rupiah). 

 

Berdasarkan Pasal 515 dan Pasal 523 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum politik uang 

dapat dimaknai, yaitu  menjanjikan atau 

memberikan uang atau materi lainnya 

sebagai imbalan kepada Pemilih, baik 

secara langsung ataupun tidak langsung 

untuk (1) tidak menggunakan hak pilihnya, 

(2) menggunakan hak pilihnya dengan cara 
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tidak sah, (3) memilih partai politik 

tertentu, atau (4) memilih calon tertentu. 

Namun demikian, terjadinya tindak 

pidana politik uang (money politics) yang 

dilakukan oleh calon anggota legislatif 

dalam penyelenggaraan pemilihan umum 

(Pemilu) sudah pasti tidak akan 

terhindarkan.  Politik uang (money politics) 

tetap merajalela, walaupun anggota 

legislatif yang potensial melakukan praktik 

poltik uang tersebut hanya anggota 

legislatif yang memiliki dana besar. 

Berapapun besarnya jumlah dana yang 

dikeluarkan, keuntungan yang diperoleh 

tetap akan jauh lebih besar. Sebab pihak 

yang diuntungkan dalam praktik money 

politics adalah pihak pemberi, karena dia 

akan memperoleh dukungan dan kekuasaan 

politik yang harganya tidak ternilai. 

Adapun yang dirugikan adalah rakyat. 

Karena ketika anggota legislatif tersebut 

berkesempatan untuk memerintah, maka ia 

akan mengambil suatu kebijakan yang lebih 

menguntungkan pihak penyumbangnya, 

kelompoknya daripada interest public. 

Praktik politik uang (money politics) di 

era global saat ini telah memasuki semua 

sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara mulai dari untuk 

dapat menduduki jabatan di birokrat sampai 

dengan untuk menduduki jabatan elite 

politik tertentu, misalnya DPR, dan DPRD.  

Bagaimanapun juga politik uang 

(money politics) merupakan masalah yang 

membahayakan moralitas bangsa, 

walaupun secara ekonomis-dalam jangka 

pendek-dapat sedikit memberikan bantuan 

kepada rakyat kecil yang turut mencicipi. 

Namun apakah tujuan jangka pendek yang 

bersifat ekonomis harus mengorbankan 

tujuan jangka panjang yang berupa upaya 

demokratisasi dan pembentukan moralitas 

bangsa? 

Demoralisasi yang diakibatkan oleh 

politik uang (money politics) akan sangat 

berbahaya baik dipandang dari sisi 

deontologis (maksud) maupun teologis 

(konsekwensi). Karena sifatnya yang 

destruktif, yakni bermaksud mempengaruhi 

pilihan politik seseorang dengan imbalan 

tertentu, atau mempengaruhi visi dan misi 

suatu partai sehingga pilihan politik 

kebijakannya tidak lagi dapat 

dipertanggungjawabkan untuk kepentingan 

rakyat. 

Efek nyata yang ditimbulkan dari virus 

yang bernama politik uang (money politics)  

ini adalah korupsi yang merajalela dari 

pusat hingga ke daerah. Ini membuktikan 

jika Partai politik telah gagal melahirkan 

pemimpin yang berkualitas. Rangkaian 

penyalahgunaan kekuasaan dan 

kewenangan membuat rendahnya kualitas 

penerapan dan pelayanan publik sehingga 

mempengaruhi tingkat keberhasilan 

pembangunan baik daerah maupun 

nasional. Melalui partai politik, kita 

saksikan para pemimpin bangsa telah 

menunjukkan dirinya pada rakyat bahwa 

mereka bukanlah orang yang amanah 

memperjuangkan nasib rakyat dan malah 

membawa bangsa ini ke pintu gerbang 

keterpurukan dan kesengsaraan. Satu 

kesalahan terbesar partai politik adalah 

partai sibuk meraih suara sebesar-besarnya 

dan meraih kekuasaan tanpa diimbangi 

penyiapan kader partai yang matang. 

Tindak pidana politik uang (money 

politics) yang dilakukan oleh calon anggota 

legislatif dalam penyelenggaraan pemilihan 

umum (Pemilu) memang tidak mudah 

untuk dibuktikan mengingat laporan yang 

sampai ke Bawaslu hanya berupa dugaan 

yang mempunyai saksi mata namun tidak 

ada bukti. Sehingga memang sangat susah 

untuk pembuktianya.  

Masyarakat pun enggan untuk 

melaporkanya karena aktifitas politik uang 

lebih menguntungkan masyarakat dari pada 

melaporkanya. Kondisi pragmatis inilah 

yang terkadang membuat politik uang sulit 

untuk ditindak. Berkaitan ada dan tidaknya 

kasus mengenai politik uang, kebanyakan 

kasus politik uang yang dilaporkan ke 

Panwaslu berupa kasus pemberian uang 

langsung dari caleg ke masyarakat.  

Berkaitan dengan kenyataan tersebut, 

menunjukan bahwa memang kasus yang 

sering dilaporkan ke Bawaslu adalah jual 

beli suara di masyarakat oleh para caleg. 
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Sebab terkadang masyarakat masih 

mempunyai pemahaman yang sempit 

terhadap jenis praktek-praktek yang 

tergolong politik uang. Padahal politik uang 

tidak berhenti pada aktifitas jual beli suara 

atau pemberian uang kepada masyarakat 

saja, namun segala bentuk pemberian dari 

caleg yang bernilai dan berharga adalah 

bentuk dari politik uang. Namun di satu sisi 

lain, masyarakat tidak mau melaporkan 

aktifitas caleg yang memberikan bantuan 

dan barang atau pembangunan infrastruktur 

masyarakat karena masyarakat banyak di 

untungkan dalam praktek-praktek tersebut 

sehingga masyarakat enggan untuk 

menyoal bantuan tersebut. Ditambah 

masyarakat dan caleg sudah terlibat dalam 

kontrak politik yang isinya sangat 

transaksional.  

Dalam perkembanganya, kasus politik 

uang yang ditangani oleh Bawaslu pada 

pemilu dapat tergolong minim. Hal ini 

dikarenakan minimnya partisipasi 

masyarakat dalam pencegahan politik uang. 

Sekali lagi, masyarakat sekarang adalah 

masyarakat yang transaksional dan 

pragmatis sehingga sangat tidak mungkin 

politik uang tidak diterima oleh masyarakat.  

Berdasarkan kenyataan tersebut 

membenarkan asumsi penulis bahwa 

partisispasi masyarakat tergolong sangat 

rendah dalam hal pencegahan politik uang. 

Karena seperti yang disampaikan 

sebelumnya bahwa politik uang adalah 

salah satu pelanggaran atau bentuk 

kecurangan pada pemilu yang secara 

langsung menguntungkan masyarakat. Dari 

pernyataan tersebut sekaligus menunjukan 

adanya sikap yang konformitif dari 

masyarakat mengenai politik uang. Karena 

masyarakat justru menunggu praktek 

politik uang tersebut dilakukan. Sehingga 

dalam penelitian ini lemahnya fungsi 

Panwaslu dalam mencegah politik uang 

lebih disebabkan karena partisipasi 

masyarakat yang sangat kurang.  

Selanjutnya berkaitan dengan respon 

masyarakat terhadap politik uang yang 

sering terjadi. Seperti yang dijelaskan 

sebelumnya, masyarakat ada yang menolak 

namun tidak sedikit yang menerima bahwa 

berharap adanya politik uang tersebut. 

Walaupun dewasa ini sikap masyarakat 

sudah mulai kritis dalam memilih 

pemimpin, sikap pragmatis masyarakat juga 

berkembang seiring berkembangnya sikap 

kritis masyarakat maka uang masih sangat 

berpengaruh dalam sikap politik 

masyarakat.  

Kernyataan tersebut menunjukan 

adanya sikap yang menerima dari 

masyarakat berkaitan dengan politik uang 

ini. Masyarakat memiliki sikap yang 

rasional dalam memilih kondisi lingkungan 

yang menurutnya menguntungkan untuk 

dilakukan. Sikap masyarakat yang rasional 

ini terkadang dimanfaatkan oleh para elit 

politik untuk diarahkan ke dalam bentuk 

pragmatisme politik yang materialis 

sehingga bagi pemodal yang besar, 

masyarakat akan lebih mudah dibeli 

suaranya menggunakan uang. Namun tidak 

semua masyarakat menerima politik uang, 

ada pula masyarakat yang sudah memiliki 

pilihan tetap terhadap caleg tertentu karena 

ikatan kedaerahanya walaupun tanpa di beri 

uang sedikitpun, namun mereka tidak 

menolah jika uang tersebut diberikan dalam 

bentuk bantuan atau pembangunan fisik di 

daerahnya. 

Berdasarkan kenyataan tersebut 

menunjukan bahwa masyarakat di memiliki 

pemahaman yang kurang berkaitan dengan 

politik uang sehingga mereka mengalami 

kesulitan membedakan antara politik uang 

dengan bantuan sosial yang mereka 

terima.di satu sisi lain, sikap pragmatis 

masyarakat masih sangat tinggi karena 

mereka masih mau menerima bantuan dari 

caleg lain dan mau memilih caleg tersebut. 

Sikap tersebut tentu saja tidak lepas dari 

kondisi ekonomi yang dialami kebanyakan 

dari masyarakat dan mengharapkan 

kehidupan yang lebih layak dari 

sebelumnya.  

Oleh karena, itu perlu mekanisme 

pencegahan praktik tindak pidana politik 

uang (money politics) yang dilakukan oleh 

calon anggota legislatif dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 
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oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

dan Komisi Pemilihan Umum  (KPU). 

Fungsi Badan Pengawas  Pemilu  

(Bawaslu)  dan  Komisi Pemilihan Umum  

(KPU) sangat penting dalam mencegah 

terjadinya tindak pidana politik uang 

(money politics) yang dilakukan oleh calon 

anggota legislatif dalam penyelenggaraan 

pemilihan umum (Pemilu) ini berkembang 

di masyarakat. Berkaitan dengan fungsi 

pengawasan dalam pemilu tentu ada kasus 

yang berkaitan dengan politik uang (money 

politics) selama masa pemilu. Keberadaan 

kasus yang seharusnya ditindak oleh Badan 

Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  dan  Komisi 

Pemilihan Umum  (KPU) tentu saja ada.   

Kata mekanisme pencegahan, 

menunjuk pada upaya, cara atau langkah 

antisipasi agar sesuatu tidak terjadi. 

Mekanisme pencagahan praktik tindak 

pidana politik uang (money politics) yang 

dilakukan oleh calon anggota legislatif 

dalam penyelenggaraan pemilihan umum 

(Pemilu) bermakna cara untuk melakukan 

antisipasi agar praktik praktik tindak pidana 

politik uang (money politics) yang 

dilakukan oleh calon anggota legislatif 

dalam penyelenggaraan pemilihan umum 

(Pemilu). Jadi tekanannya adalah pada 

langkah-langkah preventif, bukan langkah-

langkah kuratif atau represif.  

Itu berarti, dalam membahas konsepsi 

tentang praktik tindak pidana politik uang 

(money politics) yang dilakukan oleh calon 

anggota legislatif dalam penyelenggaraan 

pemilihan umum (Pemilu) guna 

menciptakan pemilihan anggota leguslatif 

yang berkualitas dalam rangka stabilitas 

nasional, maka yang harus ditonjolkan 

adalah langkah-langkah preventif yang 

diperlukan untuk mencegah terjadinya 

praktik tindak pidana politik uang (money 

politics) yang dilakukan oleh calon anggota 

legislatif dalam penyelenggaraan pemilihan 

umum itu sendiri.  

Berdasarkan harapan, maka kajian 

terfokus pada sekalian langkah tersebut, 

baik menyangkut kebijaksanaan yang perlu 

diambil, strategi yang perlu ditempuh, 

maupun upaya yang harus dilakukan. 

Sebagai sebuah konsepsi, maka 

penguaraian tiga hal tersebut merupakan 

sebuah tawaran yang diajukan penulis 

berdasarkan refleksi kondisi 

penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan 

kondisi praktik tindak pidana politik uang 

(money politics) yang dilakukan oleh calon 

anggota legislatif dalam penyelenggaraan 

pemilihan umum (Pemilu) selama ini, 

kondisi penyelenggaraan Pemilu Legislatif 

dan pencegahan praktik tindak pidana 

politik uang (money politics) yang 

dilakukan oleh calon anggota legislatif 

dalam penyelenggaraan pemilihan umum 

(Pemilu) yang diharapkan, serta 

mempertimbangkan paradigma nasional 

dan perkembangan lingkungan strategis.  

Kebijaksanaan yang perlu diambil 

dalam rangka mencegah budaya praktik 

tindak pidana politik uang (money politics) 

yang dilakukan oleh calon anggota legislatif 

dalam penyelenggaraan pemilihan umum 

(Pemilu) guna menciptakan Pemilu 

Legislatif yang berkualitas dalam rangka 

stabilitas nasional, maka kebijaksanaan 

yang perlu diambil adalah: Mewujudkan 

pencegahan budaya politik uang melalui 

langkah hukum dan langkah non-hukum 

demi menciptakan Pilkada yang berkualitas 

dalam rangka stabilitas nasional.  

Strategi yang harus dikembangkan, 

dengan berpedoman pada kebijaksanaan 

tersebut di atas, maka dapat dikembangkan 

strategi yang melibatkan infrastruktur, 

suprastruktur, dan substruktur sebagai 

subyek, dengan pemerintah negara dan 

perangkat nasional yang menangani praktik 

tindak pidana politik uang (money politics) 

yang dilakukan oleh calon anggota legislatif 

dalam penyelenggaraan pemilihan umum 

(Pemilu), serta masyarakat sebagai sasaran 

sosialisasi, edukasi, regulasi, revitalisasi, 

dan pemberdayaan masyarakat sebagai 

metode. Adapun strategi yang perlu 

ditempuh adalah sebagai berikut:  

a. Strategi Pencegahan dengan Sarana 

Hukum  

Strategi pencegahan melalui sarana 

hukum, mencukup tiga hal yakni 

pencegahan pada tingkat legislasi, yudikasi, 
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dan eksekusi. Dengan adanya aturan dalam 

Undang-Undang (kebijakan legislasi), 

penerapan hukum dalam kasus nyata 

(kebijakan yudikasi), dan pelaksanaan 

hukuman sesuai putusan pengadilan 

(kebijakan eksekusi), maka akan terjadi 

efek pencegahan, baik pencegahan yang 

bersifat umum dan bersifat khusus. Adapun 

law enforcement yang dilakukan dalam 

proses peradilan (polisi, jaksa, pengadilan), 

merupakan penegakan hukum dalam arti 

sempit.  

1) Strategi Pencegahan Melalui Kebijakan 

Legislasi: Mengkriminalisasikan politik 

uang sebagai tindak kejahatan dengan 

ancaman hukuman yang berat. Stategi 

kriminalisasi politik uang, perlu 

ditempuh karena selama ini terjadi 

kekosongan hukum (utamanya hukum 

pidana) mengenai hal tersebut. 

Kriminalisasi yang disertai ancaman 

hukuman berat terhadap praktik tindak 

pidana politik uang (money politics) 

yang dilakukan oleh calon anggota 

legislatif dalam penyelenggaraan 

pemilihan umum (Pemilu) akan 

memberi efek psikologis yang 

mencegah seseorang melakukan 

perbuatan serupa.  

2) Strategi Pencegahan Melalui Kebijakan 

Yudikasi: Memantapkan efektivitas 

penerapan hukum (menyangkut kasus 

praktik tindak pidana politik uang 

(money politics) yang dilakukan oleh 

calon anggota legislatif dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum 

(Pemilu)) melalui peningkatan 

keterpaduan kerja antar aparat penegak 

hukum, peningkatan kemampuan 

penguasaan hukum, peningkatan 

keterampilan teknis yuridis, 

peningkatan integritas moral, 

peningkatan profesionalisme, serta 

peningkatan sarana dan prasarana yang 

diperlukan.  

Strategi ini mutlak diperlukan karena 

sekalian hal di atas merupakan syarat 

penting bagi penerapan hukum secara 

efektif. Tanpa penerapan hukum yang 

efektif, maka praktik tindak pidana 

politik uang (money politics) yang 

dilakukan oleh calon anggota legislatif 

dalam penyelenggaraan pemilihan 

umum (Pemilu) akan sulit dicegah. 

Selama ini, kendala utama yang 

menyebabkan tidak maksimalnya 

penegakan hukum serta kurang 

efektifnya penerapan hukum, justru 

karena kurangnya keterpaduan kerja 

antar aparat penegak hukum, minimnya 

penguasaan hukum, rendahnya 

integritas moral dan profesionalisme, 

serta kurangnya sarana/prasarana yang 

tersedia (termasuk rendahnya gaji 

aparat).  

3) Strategi Pencegahan Melalui Kebijakan 

Eksekusi: Mengefektifkan pelaksanaan 

eksekusi hukuman (terhadap pelaku 

praktik tindak pidana politik uang 

(money politics) yang dilakukan oleh 

calon anggota legislatif dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum 

(Pemilu) melalui peningkatan 

pengawasan oleh pengadilan.  

Strategi ini merupakan upaya untuk 

memastikan bahwa putusan hukum oleh 

pengadilan mengenai politik uang 

benar-benar dieksekusi dan 

dilaksanakan secara benar dan tepat. 

Tanpa penghukuman yang riil dan 

pembinaan yang tepat di penjara, maka 

pencegahan yang bersifat umum 

maupun khusus tidak mungkin tercapai, 

dan dengan demikian praktik politik 

uang tidak mungkin terberantas.  

b. Strategi Pencegahan dengan Sarana 

Non-Hukum  

Pencegahan budaya praktik tindak 

pidana politik uang (money politics) yang 

dilakukan oleh calon anggota legislatif 

dalam penyelenggaraan pemilihan umum 

(Pemilu) melalui sarana non-hukum dapat 

dilakukan lewat dua langkah strategis 

sebagai berikut:  

1) Peniadaan faktor-faktor penyebab/ 

kondisi yang menimbulkan terjadinya 

praktik tindak pidana politik uang 

(money politics) yang dilakukan oleh 

calon anggota legislatif dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum 
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(Pemilu). Strategi ini dapat dilakukan 

melalui berbagai pendekatan seperti 

perubahan sistem penjaringan calon, 

pembenahan sistem seleksi administrasi 

para calon, pembenahan sistem 

pendataan pemilih, pembenahan sistem 

pelaksanaan kampanye, serta 

pembenahan sistem pemungutan suara.  

Pembenahan sistem penjaringan calon 

anggota legislatif, dapat dilakukan 

melalui perubahan mekanisme di mana 

pencalonan dilakukan langsung oleh 

masyarakat (tanpa harus lewat partai 

politik seperti yang dilakukan selama 

ini).  

Strategi ini sangat potensil menciptakan 

Pemilu Legislatif yang berkualitas serta 

sangat kondusif menunjang stabilitas 

nasional, karena pemunculan calon 

kepala daerah oleh konstituen, dengan 

sendirinya memotong salah satu simpul 

politik uang, yakni jual-beli "kendaraan 

politik? yang dilakukan partai politik 

sebagai penyokong kandidat yang 

dicalonkan. Karena calon merupakan 

usulan konstituen, maka rakyat memilih 

pimpinan yang sudah jelas profilnya, 

tidak lagi seperti sekarang ini membeli 

kucing dalam karung. Sebagai orang 

yang diandalkan oleh masyarakat 

pemilih, sang calon tidak perlu lagi 

menggunakan cara-cara politik uang 

untuk membujuk pemilih. Sudah tentu 

rakyat mencalonkan calon sudah teruji 

kemampuan, komitmen, dan 

integritasnya, sehingga bakal kepala 

daerah merupakan adalah seorang 

primus inter pares.  

Mengenai pembenahan sistem seleksi 

administrasi para calon, dapat dilakukan 

melalui perbaikan sistem pengecekan, 

peningkatan profesionalisme KPUD, 

peningkatan sarana/prasarana, serta 

peningkatan kerjasama dengan pihak 

terkait yang kompeten.  

Menyangkut perbaikan sistem 

pengecekan, maka yang sangat penting 

adalah strategi verifikasi lapangan dan 

uji laboratorium forensik terhadap 

kebenaran dan validitas berkas 

administrasi para calon. Ini perlu 

dilakukan secara transparan dan 

akuntabel. Peningkatan profesionalisme 

KPUD, dapat melalui seleksi terbuka 

dan obyektif yang mengedepankan 

seleksi mutu, kompetensi, komitmen, 

dan integritas. Sedangkan peningkatan 

sarana/prasarana, perlu dilakukan 

melalui pengadaan semua keperluan 

yang dibutuhkan bagi pelaksanaan 

tugas yang efektif dan efisien. 

Sementara menyangkut peningkatan 

kerjasama dengan pihak yang 

kompeten, perlu dilakukan melalui 

perluasan jaringan dengan pihak-pihak 

yang memilik keahlian teknis di 

bidangnya.  

Perihal pembenahan sistem pendataan 

pemilih yang lengkap dan obyektif, 

dapat dilakukan melalui perbaikan 

sistem pendataan, peningkatan 

profesionalisme petugas, penciptaan 

sistem validasi data, serta penyediaan 

mekanisme kontrol publik yang 

terbuka. Perbaikan sistem pendataan 

dilakukan melalui pendataan secara 

langsung berdasarkan realitas lapangan 

yang senyatanya.  

Peningkatan profesionalisme petugas 

dilakukan melalui rekrutmen tenaga-

tenaga yang independen dan terampil. 

Sedangkan penciptaan sistem validasi 

data dilakukan melalui cek dan recek 

hasil pendataan petugas dengan 

dokumen administrasi kependudukan 

setempat (RT sampai desa/kelurahan).  

Sementara mengenai penyediaan 

mekanisme kontrol dilakukan melalui 

dipublikasikan hasil pendataan secara 

terbuka untuk memberi kesempatan 

pada publik melakukan koreksi, 

keberatan ataupun memberi masukan 

demi penyempurnaan data.  

Demikian pula dalam membenahi 

sistem pelaksanaan kampanye, dapat 

dilakukan melalui penciptaan aturan 

hukum yang lebih rinci dan 

komprehensif, penguatan panitia 

pengawas, serta kriminalisasi 

pelanggaran kampanye. Aturan main 
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kampanye harus mencakup pengaturan 

ruang lingkup pelanggaran dalam 

kampanye, batas maksimum dana 

kampanye, larangan penggunaan 

fasilitas negara/jabatan, audit dana 

kampanye, mekanisme sumbangan 

dana kampanye, serta penertiban tim 

sukses.  

Penguatan panitia pengawas dilakukan 

dengan pemberian otoritas yang lebih 

besar mulai dari pengusutan sampai 

penjatuhan sanksi, penyediaan fasilitas 

yang diperlukan, serta pemberian 

insentif yang memadai.  

Sedangkan pembenahan sistem 

pemungutan suara, bisa dilakukan 

melalui perbaikan aspek teknis, 

peningkatan mutu pelaksana, dan 

penguatan institusi kontrol. Perbaikan 

aspek teknis diarahkan pada upaya 

memastikan kebenaran jati diri pemilih, 

misalnya dengan mengharuskan 

pemilih menunjukan kartu tanda 

penduduk (selain kartu pemilih) pada 

saat penjeblosan dilakukan. Ini untuk 

menghindari kemungkinan manipulasi 

pemilih. Sedangkan penguatan institusi 

kontrol, selain melalui rekruitmen 

panitia pelaksana dari kalangan 

independen melalui sistem seleksi 

terbuka, juga melibatkan partisipasi 

publik untuk mengawasi pelaksanaan 

pemilihan.  

2) Pelembagaan Kebencian Terhadap 

Praktik Politik Uang  

Strategi ini merupakan modal awal 

sekaligus langkah pertama yang 

diperlukan untuk mencegah politik 

uang. Pelembagaan "kebencian sosial" 

terhadap politik uang tersebut harus 

merata ke semua lapisan. Ini perlu 

dilakukan untuk menghindari 

meluasnya sindrom criminaloid pada 

pelaku politik uang, yaitu menikmati 

kekebalan untuk tidak dicela karena 

dipandang sebagai orang kuat, memiliki 

posisi "terhormat", kelas berdasi, dan 

punya hubungan khusus dengan 

kekuasaan.  

Sindrom ini sangat niscaya terjadi di 

tengah masyarakat yang sudah terlanjur 

apatis akibat pembiaran politik uang 

selama ini. Membiarkan apatisme sosial 

terhadap kejahatan/pplitik uang, tidak 

hanya akan mempersulit kerjanya 

aparat penegak hukum, tetapi juga dapat 

mempersubur kejahatan itu sendiri. 

Sudah barang tentu untuk keperluan 

sosialisasi "aksi kebencian" sosial 

terhadap politik uang, maka perlu 

dibangun kemitraan antara pemerintah 

dan masyarakat (termasuk pers, LSM 

dan kelompok civil society lainnya, 

kaum alim ulama, masyarakat kampus 

dan sebagainya).  

Dengan ditetapkannya strategi dalam 

rangka mewujudkan kebijaksanaan pokok 

di atas, maka perlu pula disusun upaya-

upaya untuk masing-masing strategi agar 

dapat terwujud secara nyata. Sekalian 

upaya ini melibatkan berbagai pihak, baik 

pemerintah (elselutif, legislatif, yudikatif), 

partai politik, maupun masyarakat pada 

umumnya.  

Pengaturan dalam undang-undang yang 

ada sebenarnya sudah mampu menaungi 

aparat penegak hukum untuk dapat 

menjerat para pelaku praktik tindak pidana 

politik uang (money politics) yang 

dilakukan oleh calon anggota legislatif 

dalam penyelenggaraan pemilihan umum 

(Pemilu) tersebut. Namun, dalam upaya 

pencegahan praktik tindak pidana politik 

uang (money politics) yang dilakukan oleh 

calon anggota legislatif dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 

diperlukan koordinasi yang solid dari 

penyelenggara pemilu, yaitu diantaranya 

KPU, pengawas pemilu (Bawaslu), dan 

aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, 

dan Hakim), yang tergabung dalam Sentra 

Penegakan Hukum Terpadu yang 

selanjutnya disebut Gakkumdu.  

Gakkumdu adalah pusat aktivitas 

penegakan hukum tindak pidana Pemilu 

yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, dan/atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, 
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dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan 

Agung Republik Indonesia, Kejaksaan 

Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri (vide 

Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 Tentang  Pemilihan Umum). 

Mekanisme pencegahan praktik tindak 

pidana politik uang (money politics) yang 

dilakukan oleh calon anggota legislatif 

dalam penyelenggaraan pemilihan umum 

(pemilu) oleh Badan Pengawas  Pemilu  

(Bawaslu)  dan  Komisi Pemilihan Umum  

(KPU), adalah dengan melibatkan 

infrastruktur, suprastruktur, dan substruktur 

sebagai subyek, dengan pemerintah negara 

dan perangkat nasional yang menangani 

praktik tindak pidana politik uang (money 

politics) yang dilakukan oleh calon anggota 

legislatif dalam penyelenggaraan pemilihan 

umum (Pemilu), serta masyarakat sebagai 

sasaran sosialisasi, edukasi, regulasi, 

revitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat 

sebagai metode, dengan strategi 

pencegahan dengan sarana hukum, dengan 

menerpakan ancaman hukuman yang berat, 

peniadaan faktor-faktor penyebab/kondisi 

yang menimbulkan terjadinya praktik 

tindak pidana politik uang (money politics) 

dan pelembagaan kebencian terhadap 

praktik politik uang yang dilakukan oleh 

calon anggota legislatif dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum 

(Pemilu). 

  

IV. KESIMPULAN 

Pertanggungjawaban pidana pengurus 

partai politik atas terjadinya tindak pidana 

politik uang (money politics) yang 

dilakukan oleh calon anggota legislatif 

dalam penyelenggaraan pemilihan umum 

(Pemilu) akan bermuara pada paradigma 

hukum dalam memahami pengurus partai 

politik sebagai subjek hukum pidana dalam 

konteks tiga konsep utama dalam hukum 

pidana, yaitu tindak pidana (offense), 

kesalahan (guilt), dan pidana/penghukuman 

(punishment). Pengurus partai politik bisa 

diminta pertanggungjawaban secara pidana 

atas terjadinya tindak pidana politik uang 

(money politics) yang dilakukan oleh calon 

anggota legislatif dalam penyelenggaraan 

pemilihan umum (Pemilu), apabila adanya 

perbuatan pidana dan kemudian semua 

unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan 

pula dengan perbuatan pidana dilakukan 

sehingga untuk adanya kesalahan yang 

mengakibatkan dipidananya pengurus 

partai politik tersebut haruslah adanya 

kemampuan bertanggung jawab, adanya 

bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan 

(dolus) atau keapaan (culpa) serta tidak 

adanya alasan yang menghapus kesalahan 

atau tidak ada alasan pemaaf. Apabila 

ketiga unsur ada, maka orang yang 

bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau 

mempunyai pertanggungjawaban pidana, 

sehingga bisa di pidana. 

Mekanisme pencegahan praktik tindak 

pidana politik uang (money politics) yang 

dilakukan oleh calon anggota legislatif 

dalam  penyelenggaraan pemilihan umum 

(pemilu) oleh Badan Pengawas  Pemilu  

(Bawaslu)  dan  Komisi Pemilihan Umum  

(KPU), adalah dengan melibatkan 

infrastruktur, suprastruktur, dan substruktur 

sebagai subyek, dengan pemerintah negara 

dan perangkat nasional yang menangani 

praktik tindak pidana politik uang (money 

politics) yang dilakukan oleh calon anggota 

legislatif dalam penyelenggaraan pemilihan 

umum (Pemilu), serta masyarakat sebagai 

sasaran sosialisasi, edukasi, regulasi, 

revitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat 

sebagai metode, seperti peniadaan faktor-

faktor penyebab/kondisi yang 

menimbulkan terjadinya praktik tindak 

pidana politik uang (money politics) dan 

pelembagaan kebencian terhadap praktik 

politik uang yang dilakukan oleh calon 

anggota legislatif dalam penyelenggaraan 

pemilihan umum (Pemilu). 
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